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PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 — 432339 — 432369 — 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 024 /Kep.1028-DPKAD /2013

TENTANG

STANDARISASI HARGA TERTINGGI SATUAN BARANG/JASA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BANDUNG TAHUN 2014

Menimbang

Mengingat

WALIKOTA BANDUNG,

. bahwa Standarisasi Harga Tertinggi Satuan

Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung
telah ditetapkan Keputusan Walikota Bandung Nomor
024 /Kep.766-DPKAD /2012, namun dalam
perkembangannya terdapat harga satuan barang/jasa
yang perlu dilakukan penyesuaian sejalan dengan
kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan
pelaksanaan pembangunan, sehingga perlu dilakukan

penyesuaian untuk kemudian ditetapkan kembali;

. bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Walikota Bandung tentang Standarisasi Harga Tertinggi
Satuan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung Tahun 2013;

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara;

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

Perbendaharaan Negara;

. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Daerah;

5. Undang ...



10.

11.

12.

13.

14.

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah;

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38
Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerabh;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan

Daerah Kabupaten/Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik
Daerah;

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 37/PMK.02/2012
tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2013;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 07 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007
tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2008
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

15. Peraturan ...



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

15. Peraturan Walikota Bandung Nomor 542 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Walikota Bandung Nomor
1053 Tahun 2012 tentang Perubahan Keenam atas
Peraturan Walikota Bandung Nomo 542 Tahun 2008
tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan
Daerah;

16. Peraturan Walikota Bandung Nomor 014 Tahun 2009
tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja di

Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2014.
Standarisasi harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini,
dan dapat dipergunakan untuk pelaksanaan anggaran
setelah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2013 ditetapkan.

Setiap pengadaan barang/jasa di Lingkungan Pemerintah
Kota Bandung, nilai/harganya harus berdasarkan harga
satuan yang berlaku saat ini, dengan tidak melampaui
harga tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU
dan KEDUA.

Harga barang/jasa yang tercantum dalam Lampiran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA sudah
termasuk keuntungan dan biaya overhead, dengan
penetapan besarnya keuntungan tidak melebihi 10 %
(sepuluh persen).

Harga barang/jasa yang tercantum dalam Lampiran
sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA belum
termasuk PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10 %
(sepuluh persen), kecuali untuk alat-alat kesehatan dan
obat-obatan harganya sudah termasuk PPN (Pajak

Pertambahan Nilai) sebesar 10 % (sepuluh persen).

KEENAM ...



KEENAM : Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan
Walikota Bandung Nomor 024/Kep.766-DPKAD/2012
tentang Standarisasi Harga Tertinggi Satuan Barang/Jasa
di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung.

KETUJUH :  Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

KEDELAPAN :  Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 4 November 2013

WALIKOTA BANDUNG,
TTD.

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Fa\ Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

A | ATV

A
3 | B ) ) — g —
Wid A AFL ) __.—~'74____4r._. e

i

™

Drs. H. YOSSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

Gubernur Jawa Barat;

Wakil Walikota Bandung;

Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;

Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
Inspektur Kota Bandung;

Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota
Bandung;

9. Komandan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;

10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;

13. Para Lurah se-Kota Bandung.
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